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Mengingat : 1.

PERATTIRAN DAERAH KOTA BAU- BAU

NOMOR 8 TAHTIN 2OO4

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

WAI,IKOTA BAT]- BAU.

bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Pembangunan dalam wilayah Kota Bau-Bau
yang serasi dan seimbang sesuai dengan Rencana Tata ruang Wilayah Kota
Bau-Bau, dipandang perlu menetapkan Obyek dan besamya tarif Retribusi Izin
Gangguan,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

l.]ndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l98l Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesr'a Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3469) ;

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50, Tambahan Lembaran

/ l

5,

Negara Nomor 3831) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-undang Nomor {3 Tahun 2001 tentang
\ (Lembaran Negara Republik lfrdonesia Tahun

, Lembaran Negara Nomor 4120) ;

Pembentukan Kota Bau-Bau
2001 Nomor 93, Tambahan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor I 5 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 59, 

"l'ambahan 
Lembaran Negara Nomor 3838 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ,
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139) ;

I l. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan
Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 Lembaran
Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14.

Dengan Persetuj uan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATI-BATI

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERA.TIjRAN DAERAH KOTA BAU - BAU TENTANG

RETRIBIJSI TZIN GANGGT]AN

BAB I

KETENTUAN UMTIM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Bau- Bau ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau- Bau ;

c. Walikota adalah Walikota Bau- Bau ;

d. Pejabat yang ditunj uk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Peundang- undangan yang berlaku ,

e. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Komanditeq perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

f Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dengan
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengarvasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

g. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pemberian
izin kepada orang pribadi atau badan dilokasi usaha tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,
kerugian dan gangguanr{tidak termasuk tempat usaha$ yang lokasinya telah ditunjuk oleh
Pemerintah Pusat atau P.emerintah Daerah.

h. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waklu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.

j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah
Surat Keputusan yang menentukan besamya retribusi Daerah yang terutang.

l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah
ditetaokan.
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m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanj utnya disingkat SKRDLB adalah
surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

n. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data
dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
dibidang Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

p. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah, serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi lzin Gangguan

Pasal 3

( l) Obyek Retribusi adalah pemberian izin lokasi tempat usaha kepada orang pribadi atau badan
yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah lokasi tempat usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah
Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Gangguan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBT]SI

Pasal 5

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai rehibusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGT]KTIR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan perkalian luas ruang tempat usaha dengan
indeks lokasi / indeks gangguan.

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang
dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

(3) Indeks lokasi / indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan sebagai
berikut :

-  Kauasan Industr i  lndeks... . . . . . . . . . . .1 ;
- Kawasan perdagangan Indeks .....,........2 ;
- Karvasan Parirvisata Indeks... . . . . . . . . . . .3 ,
- Kan'asan Perumahan dan Pemukiman Indeks ..............2 .
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BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan
untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran
ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan
pengendalian.

BAB VI

STRTIKTT-]R DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

( 1 ) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang ternpat usaha.

(2) Besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) didasarkan pada perhitungan dengan
rumus :

R I G  =  T L x I L x I G x L R T U

RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah Jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang
harus dibayarkan kepada Pemerintah Kota Bau-Bau.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan I m2 dari luas ruang usaha yang meliputi
bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan / kawasan

a, Kawasan Industri

. Luas 25 m' kebawah besamya tarif

. Luas 26 s/d 100 rn2 besarnya tarif

o Luas l0l s/d 500 m'besamya tarif

. Luas 501 s/d I 000 m? besamya tarif

o Luas 1001 m2 keatas besamya tarif

b. Kawasan Perdagangan

. Luas 25 m'kebawah besarnya tarif

. Luas 26 s/d 100 m2 besarnya tarif

o Luas 1 01 s/d 500 m2 besamya tarif

o I-uas 50'l s/d 1000 m2 besamya tarif

o Luas 1001m2 keatas besarnya tarif

c. Kawasan Parirvisata

o [,uas 25 m' kebawah besamya tarif

o Luas 26 s/d 100 m'besamya tarif

o Luas l0 | s/d 500 m2 besamya tarif

o I-uas 50 I s/d 1000 m2 besamya tarif

. Luas 1001m? keatas besarnya tarif

d. Kawasan Perumahan dan Pemukiman

o Luas 25 m' kebawah besamya tarif

. Luas 26 s/d l00m' besarnya tarif

o Luas l0l s/d 500m'�besarnya tarif

. Luas 501 s/d 1000m'besarnya tarif

Rp. 500,- / m'

Rp. 750,- / m'

Rp. 1000,- / m'�

Rp 1500.- /  m'

Rp, 2000,- / m'

R n  5 O 0  -  / m :

Rp. 750,- / m'

Rp. 1000,- / m'�

Rp. 1500,- /  m'

Rp. 2000,- / m:

Rp. 250,- / m'

Rp. 250,- / m'�

Rp. 250,- / m'�

Rp. 250-- / m'�

Rp. 250,- / m'

Rp. 250,- / m'

Rp. 250,- / m'

Rp. 250,- /  m'

Rp. 250,- / m'�
D ^  ) < A  I  ^ 2^  r  , , ^ -  l n



IL : Indeks Lokasi adalah Angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi lalan dengan
parameter

o Jalan utama dengan nilai : l

o Jalan sekunder dengan nilai :2

r Jalan lingkungan dengan nilai : 3

IG : lndeks Gangguan adalah angka indek besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh
kegiatan usaha dengan parameter :

. Gangguan kccil dengan nilai : I

. Gangguan menengah dengan nilai '.2

r Gangguan besar dengan nilai : 3

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas ruang yang digunakan untuk usaha meliputi
bangunan tertutup maupun terbuka yang dapat menimbulkan gangguan

Pasal 9
Setiap orang pribadi atau badan sebagai pemegang izin, wajib mendaftarkan ulang (Her-registrasi)
dan dikenakan retribusi sebesar 30 % ( tiga puluh persen ) dari besarnya retribusi yang didasarkan
pada golongan izin gangguan

BAB VII

MASA RETRIBIJSI DAN SAAT RETRIBUSI TERTITANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain
oleh Walikota.

Pasal l l

Saat terutangnya retribusi terjadi pada saat diterbitkannya SKRD dan atau dokumen lain yang
dipersamakan

BAB VIII

WILAYAH PEMTINGT]TAN

Pasal 12

Retribusi izin Gangguan dipungut diwilayah Daerah tempat izin Gangguan diberikan

BAB tX

TATA CARA PEMTINGTITAN

Pasal 13

(l) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan,

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan
semua hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 To ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang
terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



BAB XI
TATA CARA PE}IBAYARAN

Pasal 15

( I ) Rctribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambatJambatnya l5 (lima belas) hari sejak diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur dan ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(l) Penyampaian Surat Teguran/ Peringatan / Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelal 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam jangka rvaktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang
sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang-

(3) Surat Teguran/ Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XTTI

PENGIIRANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBTISI

Pasal 17

( I ) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi

(2) Pengurangan , keringanan dan pembebasan retrihusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )
diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

K E B E R A T A N

Pasal 18

- (l) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pcjabat yang ditunjuk
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan-

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yangjelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus
dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut,

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKPT, KBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali
apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) tidak dapat dipertimbangkan.

(6) Pengaj uan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.

Pasal 19

(l) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.



(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besamya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) telah lewat dan Walikota tidak
memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diaj ukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KET,EBTHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(l) Atas kelebihan pembayaran retribusi, waj ib retribusi dapat mengaj ukan permohonan
pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal
( I ), harus memberikan Keputusan,

(3) Apabila jangka wallu sebagaimana dimaksud p da ayat (2) telah dilampaui dan Walikota
tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu

\r- hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua)
bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 9/o (dua persen) dari selisih lebih dan
atau kurang bayar..

Pasal 2l

(l) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada
Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi ;

b. Masa retribusi ,

c. Besamya kelebihan pembayaran .

d. Alasan yang singkat dan jelas.
\' (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau

melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan atau bukli pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan
diterima oleh Walikota.

Pasal 22

(l) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar
kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara
pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGT]RANGAN. KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBLISI

Pasal 23

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi.
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(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dengan memperhatikan kemampuan waj ib retribusi,

(3 ) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) antara lain diberikan kepada wajib
retribusi yang ditimpa bencana alam,. Kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusr' ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII

K A D A L U A R S A

Pasal 24

(l) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana
dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVIII

KETENTI]AN PIDANA

Pasal 25

(l) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) adalah pelanggaran.

BAB XTX

KETENTUAN PENYIDII(AN

Pasal 26

(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

{3 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) adalah :

a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi
daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalarn rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidanq retr ibusi  daerah :
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Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan nxlngan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

Memanggil orang untuk didengar kelerangan dan diperiksa sebagai tersangka dan atau
saksi

Menghentikan penyidikan ;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah, yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Pcnyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-I,AIN

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanj ut dengan Keputusan Walikota

BAB XXI

KETENTT]AN PENTITT1P

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi
lzin Gangguan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang
Retribusi lzin Gangguan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan -  B a u
pada 2004

u-BArJ,

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM. M.Si

D iundanskan d iBau Bau

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c.
NIP 010 085 64,s
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PENJELASAN ATAS

PERA,TTIRAN DAERATI KOTA BATI-BATI

NOMOR 8 TAHTIN 2OO4

TENTANC

RETRIBTISI IZIN GANGGT]AN

[. Penjelasan Urnum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan flaerah serta Peraturan Pemcrintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,
dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang [uas, nyata dan
bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah yang bersumber dar Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari
Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi izin Gangguan dalam Wilayah Kota Bau-Bau
dengan Peraturan Daerah.

IL Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal I s,/d Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 ayat (l) : Saat.kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk
memberikan kepastian hukum, kapan utang retribusi tersebut
tidak dapat ditagih Iagi

ayat(2) hurufa : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa,
kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian
Surat Paksa tersebut.

ayat (2) huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara
langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya
menyatakan rnasih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerinlah Daerah.

- Yang dirnaksud dengan pengakuan utang secara tidak
langsung adalah Wajib retribusi tidak secara nyata
langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi
keoada Pemerintah Daerah.

Pasal 25 s./d Pasal 28

Contoh
- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran dan

atau penundaan pembayaran.

- Wajib retribusi mengaj ukan permohonan keberatan

: Cukup Jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 19


